
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR LN TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAANKONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
DALAM PE:MBERIAN LAYANAN PUBLJK TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUl-lAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status 
Wajib Pajak dalam Pcmberian Layanan Tertentu Di Ling}{ungan 
Pemerintah Daerah, perlu menet.ap.kan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam 
Pemberian Layanan Publik Tertentu; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 

OPD KABAG 
HUKUM 

Kabupaten Daerah Tingkat U Lampung Barat (Lembaran Negara 
Republik Tndonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tndonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'l'ambahan Lembaran 
Negara Repulik Indonesia NomoT 5679); 

4. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 112 Tahun 2016 
tentang Komfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Daeral1 Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Barat Nomor 374); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 
2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 



Menetapkan 

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pinru dan Tenaga Ke1ja; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATJ TENTANG TATA CARA PELAKSANMN 
KONFIRMASI STATUS WAJ1B PAJAK DALAM PEMBERJAN 
LAYANAN PUBLIK TERTENTU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
L Daerah ada,la.h Kabupaten Lampung l:3arat. 

2. Pemerintah Daera.h adal.ah Bupat.i sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah 
Daerah yang memimpin pelaksanaan yang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 

4 . Perangkat Dae1-ah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
u1usan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan 
publik yang memerlul<;an keterangan status wajib pajak. 

5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu clan Tenaga kerja 
yang se)anjutnya discbut Dinas, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Te.naga Kerja Kabupaten Lampung Barat. 

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daera.h yang ten1tang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung cl.an digunakan untuk 
keperuan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang 
djberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, mcliputi pembayaran pajak, 
pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 

9. Konfirmasi Status Wajib Pa,ja.k yang selanjutnya disingkat KSWP adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan Jayanan 
publik tertentu untuk memperoleh ket.erangan status wajih pajak. 

10. Keterangan Status wajib pajak adalah informasi yang diberikan oleh 
pemerintah dacrah dala.tn rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak 

atas layanan publik terlentu pada perangkat daerah. 

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan olch pcmerintah 
daerah kepada masyarakat. 

OPO 



Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati iru adaJah sebagai pedoman dan tata cara 
pelaksanaan konfirmasi wajib pajak sebelum melakukan layanan publik tertentu. 

Pasal 3 

Tujuan KSWP adalah untuk: 
a. meningkatkan kepatuhan wajib Pajak; dan 
b. koordinasi dalam pemanfataan data konfirmasi status wajib pajak dan 

informasi perizinan. 

BAB Ll 
RUANO LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalab : 
a. tata cara pelaksanaan KSWP; 
b. jenis layanan terbadap kewajiban pajak daerab; 
c. dokumen terkait dengan pemberian layanan publik tertentu; 
d. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah; dan 
e. pendanaan. 

BAB Ill 
TATA CARA PELA.KSANAAN KSWP 

Pasal 5 

(1) Dinas melakukan RSWP sebelum memberikan pelayanan publik tertentu. 

(2) KSWP dilakukan dengan cara memvalidasi NPWP dan SPT Tahunan PPh untuk 
2 (dua) tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajiban pemohon layanan 
tertentu sesuai dengan ketentua.n perpajakan. 

(3) KS\\tp sebagaunana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: 

OPO 

a. sistem informasi pada Pemerlntah Daerah yang terhubung dengan sistem 
informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui 
Direktorat Jenderal Pajak; at.au 

b. aplikasi yang telah disecliakan oleh kementerian yang membidangi urusan 
keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 



BABlV 
JENTS LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Pasal 6 

( 1) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) terdiri 
dari: 
a. izin usaha perdagangan; 
b. izin usaha hiburan; 
c. izin mendirikan bangunan; 
d. izin usaha restoran; 
e. izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
I. izin trayek; 
g. izin usahaperikanan; dan/atau 
h. izin memperkerjakan tenaga kerja asing. 

(2) Layana.n Publik tertentu sebagaimt.na dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 
wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status vaJi.d. 

BABV 
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERlAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Pasal 7 

Pemerintah daerah dapat memberi.kan layanan publik tcrtentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huntf a sampai dengan huruf d kepada pemohon 
apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sehagai berikut: 
a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; 
b. bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan 
c. keterangan status wajib pajak dari kementerian yang membidangi urusan 

keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

BAB VT 
PENELlTIAN TERHADAP PEMENUHAN KE\VAJIBAN PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

Selain melakukan Konfinnasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dala.m 
Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelit.ian terhadap pemenuhan 
kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan certentu. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal9 

Pendanaan KSWP d.ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampu.ng Barat. 

OPD KASAG 
HUKUM 



BAB Vlll 

PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

Ditetapkao di Liwa 

pada tangggal 11 Ju ti 2019 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

P•~ JS1LMABSUS 

Diundangkan di Liwa 

pada tanggal \ 1 Ju u 20 l 9 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUP N L UNG BARAT, 

DAERAH K;\BUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR ~lf 
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